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ABSTRAK 

 
Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseroan yang didirikan oleh 

beberapa orang yang terdiri dari pengurus dan pemegang saham. Pengurus antara 

lain ada yang bernama direksi, yang bertugas mengatur dan mengurus perusahaan 

agar perusahaan menjadi maju dan berkembang. Dalam Pasal 105 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa direksi perusahaan dilarang 

mengalihkan kekayaan Perseroan, serta menjadikan jaminan utang kekayaan 

Perseroan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 102. Sebagaimana perbuatan yang 

dilakukan oleh  Direksi PT. Presiden Taksi yang mengalihkan hak milik atas 

tanah perusahaan kepada perusahaan lain tanpa melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Hal ini jelas merugikan perusahaan, dan dapat menimbulkan 

akibat hukum dari perbuatan direksi tersebut. Seharusnya direksi meminta terlebih 

dahulu persetujuan RUPS perusahaan, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh direksi 

dan mengambil kebijakan sendiri, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan 

sendiri, yang jelas merugikan perusahaan, karena aset yang dijual tersebut adalah 

milik merusahaan. 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan 

kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan, serta 

apa akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas 

terhadap penjualan aset perusahaan. 

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan 

yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap 

penjualan aset perusahaan, serta akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan 

direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan. Sedangkan dilihat 

dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu 

penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap 

penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan Terbatas terhadap penjualan aset 

perusahaan, bahwa kepada direksi yang bersangkutan jelas sudah melanggar Pasal 

102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena 

mengalihkan kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS, maka kepada yang 

bersangkutan dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007, berdasarkan keputusan RUPS. 

Akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan direksi Perseroan 

Terbatas terhadap penjualan aset perusahaan, bahwa direksi yang bersangkutan di 

samping dapat diberhentikan, kepadanya juga dapat dituntut untuk membayar 

ganti rugi perusahaan, dan dapat dilanjutkan kepada pihak yang berwajib apabila 

perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana, dan direksi yang bersangkutan 

harus mempertanggungjawabkan secara pribadi perbuatannya tanpa melibatkan 

perusahaan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut adalah untuk keuntungan 

pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan. 


